BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 74/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
KELURAHAN SALAKAN, BULAGI DAN SABANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran
Kelurahan Salakan dan lebih mendayagunakan mekanisme
pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk
Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
Artggararr;

b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)/Kecamatan Tinangkung dalam hal ini Kelurahan
Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi
syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
enlang Perubanan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan /
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Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2020 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1).

Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 151 Tahun 2020
tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah
Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kelurahan
Salakan, Kelurahan Bulagi, dan Kelurahan Sabang Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA KELURAHAN SALAKAN,
BULAGI DAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 151
Tahun 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang
menandatangani SPM dan SPJ pada Kelurahan Salakan,
Kelurahan Bulagi, dan Kelurahan Sabang Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020
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Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada
Kelurahan Salakan, Bulagi dan Sabang Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun Anggaran 2020, Lurah Salakan, Bulagi dan

Sabang menandatangani SPM dan SPJ pada program-program

sebagai berikut:

a. 4.01.4.01.14.27 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan

b. 4.01.4.01.14.28 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2020, Kepala Kelurahan dapat
mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Lurah.

Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai
tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini,
dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Tinangkung, Bulagi dan Bulagi
Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 fwy yno

Pit. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

/
RAIS D. ADAM

Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
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Camat Tinangkung, Bulagi, dan Bulagi Utara di tempat;
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR L4/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 151 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA KELURAHAN SALAKAN, BULAGI DAN SABANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN

ANGGARAN 2020

SPECIMEN TANDA TANGAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI BENDAHARA
NO. NAMA KELURAHAN RUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBANTU SPM DAN BPJ PENGELU YANG MENANDATANGANI
> .ﬁ,_dzE SPM DAN SPJ
1 2 a 4 5 6 7
1. |Kelurahan Salakan Kasman Kasim, SH Yuliasari Makarau, Ssos Kasman Kasim, SH
Nip. 19661509 198903 1 013 |Nip. 19800605 200901 2 004 Nip. 19661509 198903 1 013
Penata, III/c Penata Muda Tkt. I, 1II/b Penata, III/¢c
( Lurah Salakan ) ( Lurah Salakan )
2 |Kelurahan Bulagi Yuliana Kalembiro, S.Sos Yiswa Saeckon Yuliana Kalembiro, S.8Sos
Nip. 19690702 200312 2 006 |Nip. 19850614 201001 1 009 Nip. 19690702 200312 2 006
Penata Tk. 1, IIT/d Pengatur, Il/c Penata Tk. I, 1I/d
[ Lurah Bulagi ) ( Lurah Bulagi )
3 |Kelurahan Sabang Jefrien Molunggui, S.Sos Roslin Aluman Jefrien Molunggui, S.80s

Nip. 19800216 200701 1 012
Penata, 111/ ¢
( Lurah Sabang )

Nip. 19780323 200801 2 013
Pengatur, I1/c

Nip. 19800216 200701 1 012
Penata, IlI/c
[ Lurah Sabang )

Pit. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM




